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BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG
HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan Desa
terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,
gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud
dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah
bengkok;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
hasil pengelolaan tanah bengkok diatur dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Diundangkan pada tanggal 24 September
1960);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2015
tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 13 Tahun 2015);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2017 Nomor 1);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa;

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL PENGELOLAAN TANAH
BENGKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1

. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
2.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
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4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat
APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

6. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dan bersifat mengatur.

7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak
lainnya yang sah.

8. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang
bergerak dan barang tidak bergerak.

9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.

10. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh
Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa
dan/atau untuk kepentingan sosial.

11. Tanah Bengkok adalah tanah desa yang berdasarkan asal usul
sebagai garapan atau penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a. Mekanisme Penganggaran; dan
b. Pemanfaatan Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok.

BAB III
MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 3

(1) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok merupakan salah satu sumber
Pendapatan Desa yang wajib termuat dalam RKP Desa.

(2) Berdasarkan RKP Desa yang memuat Hasil Pengelolaan Tanah
Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
Rancangan APB Desa yang memuat Hasil Pengelolaan Tanah
Bengkok sebagai komponen sumber pendapatan Desa.

(3) Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada

A

ayat (2) diluar struktur penggunaan APB Desa.
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(4) Struktur penggunaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa
digunakan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APB
Desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan
Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APB Desa
untuk:

1) penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
2) operasional pemerintahan desa;

3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;
dan

4) insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB IV
PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN TANAH BENGKOK

Pasal 4

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dimanfaatkan untuk:
a. tambahan tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa; dan

b. biaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak teranggarkan
dari ADD dan DD.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan
Penghasilan yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok
dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok dimasukkan kedalam
penyusunan Rancangan APB Desa Tahun berjalan sebagai
komponen sumber pendapatan Desa;

b. Penyusunan rencana penganggaran Tambahan Tunjangan
Penghasilan dimasukkan dalam Rancangan APB Desa sebagai
komponen belanja Desa;

c. Rencana penganggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b,
memuat: besaran Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa
dan Perangkat Desa.

Pasal 6

Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok yang dimanfaatkan sebagai biaya

penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak teranggarkan dari ADD

dan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

a. Biaya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan,; Q
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b. biaya Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan untuk Aparatur
Pemerintah Desa; dan
c. biaya kegiatan pelestarian adat.

Pasal 7
Besaran hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

Bagi Desa yang tidak memiliki tanah bengkok dapat menganggarkan
tunjangan dari sumber pendapatan lainnya yang diatur dalam
Peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah
Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.
DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.
YAYAN ROHMAN, AP., M.M.
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. SEKRETARIS DﬁTEN BOJONEGORO,

YAYAN R , AP., M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 19740403 199403 1 003




